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Pelaksanaan perlindungan upah bagi Anak Buah Kapal di Indonesia diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KURD) yang mengharuskan setiap Anak 

Buah Kapal diwajibkan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) di hadapan 

syahbandar/pejabat yang berwenang. Dalam PKL tersebut wajib dieantumkan 

berapa besarnya upah tiap bulan yang akan diterima oleh Anak Buah Kapal atau 

bagaimana eara mcnetapkan upah bilamana upah tersebut bukanlah upah bulanan. 

Kendala terbesar dalam pelaksanaan perlindungan upah ini adalah lemahnya 

pengawasan terhadap kinerja instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah 

syahbandar yang memungkinkan terjadinya pembayaran upah dibawah standard 

kebutuhan fisik minimum. Upaya yang dapat dilakukan dalam menjamin 

pelaksanaan jaminan sosial bagi para Anak Buah Kapal adalah kemauan semua 

pihak yang terkait yaitu pengusaha pekerja dan pemerintah untuk bersama-sama 

memahami posisi masing-masing dan juga tidak lupa untuk mengerti kedudukan 

pihak lain.    
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